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ABSTRAK

Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan
dipersidangan terhadap gugatan perdata gugatan sederhana
dengan nilai gugatan material paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan
dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana yang tertuang
pada Perma Nomor 2 Tahun 2015. Dengan ditambahkannya
kewenangan  peradilan agama Mahkamah  Agung
menerbitkan Perma 14 tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis
penelitian pustaka (library research). Dengan menjadikan
bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data
yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa
buku, ensiklopedi, surat kabar, jurnal, peraturan-peraturan
yang terkait dengan penyelesaian gugatan sederhana dan
lainya, yang berhubungan dengan obyek permasalahan yang
diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran
ketentuan sederhana dalam gugatan  sederhana
implementasi Perma <-Nemor. 2 Tahun 2015 dan Perma
Nomor 14 Tahun 2016.

Dari analisis data yang telah penyusun lakukan, dapat
ditarik kesimpulan bahwa penafsiran ketentuan sederhana
dalam gugatan sederhanaberdasarkan Perma Nomor 2
Tahun 2015 ,dan Perma, Noemer .14, Tahun 2016 menjadi
bentuk-terobosan hukum acara perdatazyang dilakukan oleh
Mahkamah Agung-untuk menangani perkara perdata dengan
sederhana, cepat dan-biaya ringan yang terletak pada prasarat
pengajuan’ = penyelesaian ' perkafa’ Tengan " mekanisme
penyelesaian gugatan sederhana pada jenis perkara, batasan
nominal, prosedur, dan eksekusi.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Peradilan
Agama, Perma No. 2 Tahun 2015, Perma Nomor 14
Tahun 2016.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam

penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan

bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab

|

Nama

Alif

Ba’

Ta’

sa’

Jim

Sin

Huruf Latin J Keterangan

Tidak dilambangkan I

|
| Be

1 'Te

EN1 1\ s (denganititik di
|A N ' J atas)
| ] A ¥ ‘\ 1
p } Je
I A K
H Ha (dengan titik di
bawah)
kh K danh
1 De
Z Z (dengan titik di
atas)
. Er
z Zet
8 Es
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Syin Sy Es dan ye

A S Es (dengan titik di
Sad bawah)
Dad D De (dengan titik di

bawah)

Te (dengan titik di
bawah)

Zet (dengan titik di

yAGA
YAKARTA

Hamzah Apostrof

Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis
rangkap



385 &0 ¢ 04 | Ditulis

B0 & Ditulis

Muta’addidah

‘iddah

C. Ta’ Marbiitah di akhir kata

1. Bila ta’ Marbiitah di baca mati ditulis dengan h,

kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya.

36 & o | Ditulis

By & Ditulis

—

” hikmah

Jizyah

2. \Bilaa ~Marbutah_diikuti déngan kata sandang

“al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h

B Ditulis
S-Sk D

Karamah

auliyd:

al-

3. Bila ta’ Marbiitah hidup dengan harakat fathdh,

kasrah dan dammah ditulis t

uu | Euuﬂr j D|tUI|S

Zakat al-fir

D. Vokal Pendek




Jathah Ditulis A
K2y Ditulis |
<™ Ditulis u
Vokal Panjang
fathah+alif | Ditulis (4
5.7 (30 B4 Ditulis Jahiliyyah
Sfathah+ya mati Ditulis ‘ A
b S : Ditulis Tansa
Kasrah-irya’Mati N { Ditulis if
o & ﬁ = | Ditulis | Ifarl_m
dammalttwawu ntati{ *Ditulis U
=50 Ditulis Furiid
Vokal Rangkap
fathaktya®mati ~ | Ditulis AT
s s@ £) G Y [oitalis Bairtakum
fathah+wawu mati Ditulis Au
Jg & Ditulis Qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu

kata dipisahkan dengan tanda apostrof ()

Xi




Ditulis a’antum

2 | & &5 & G & oy | Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam
1. Bila kata sandangAlif+Lam diikuti huruf
gamariyyah ditulis dengan al.
j#hm Ditulis Al-Qur’an
5 |
| Ditulis | Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Alif+Lam diikuti Syamsiyyah
ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yanig mengikutinya, serta dihilangkan huruf | (el)-

nya. |
;-::f::ega%LJ:f:s\ Ditulis ~  [&s-Sama
ads ) Ditulis as-Syams

.  Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang

Disempurnkan (EYD).
J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut

bunyi atau pengucapannya
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g Ditulis Zawi al-furid

3004 as®] Ditulis ahl as-Sunnah

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a

Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa
Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum
Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis,
mazhab, syariat, lafaz.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun
sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku
al- Hijab.

Namaspengarang yang menggunakan nama Arab,
tapi !ﬂg_[asal dati ﬁegara&gﬁg umeﬂnagﬁnakan huruf
Iatin,visalnya Qﬁlrai/sg Shihab, &hmad Syukri
Soleh.

Nama, penerbit di ,Indonesia . yang- menggunakan

kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Islam di Indonesia mempunyai makna
yang sama dengan Peradilan Agama. Peradilan Islam ini
meliputi segla jenis perkara menurut ajaran Islam secara
universal, oleh karenanya dimana-mana asas pradilannya
mempunyai prinsip-prinsip  kesamaan. Hal tersebut
dikarenakan pemberlakuan Hukum Islam itu tetap satu
dan berlaku atau dapat diberlakukan di manapun bukan
hanya untuk satu bangsa atau untuk suatu negara tertentu

saja.

Hukum™ Acara’ merupakan “rangkaian peraturan
hukum untuk melaksankan hukum materitlyyang menjadi
pedoman bagi Marga masyarakat, tentang bagaimana
selayaknya seseorang-berbuatatau _tida‘lr< berbuat, Sudikno
berpendacpat&b;hv&a; uatuk‘lme;ak'sa{na{kénhhu‘kl;m matriil
perdata, “dalam hal ada "pelanggaran atau untuk
mempertahankan berlangsungnya ‘hukum materiil perdata
dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian hukum
lain di samping hukum formil atau Hukum Acara

Perdata.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan asas-asas di



dalam hukum perdata formil yaitu :*
1. Hakim bersifat menunggu.

2. Hakim pasif.

3. Sifat terbuka persidangan.

4. Persidangan mendengar kedua belah pihak.
5. Putusan harus disertai alasan-alasan.

6. Beracara dikenakan biaya.

7. Tidak ada keharusan mewakilkan.

Pemerintah  mengundangkan _ Undang-Undang
Republik Indonesia_Nomor, 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut secara khusus diatur
di dalam pasal 2.ayat (4) Undang-Undang Kehakiman
bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan
biaya ringan.; Asas sederhana ymemberikan pengertian
pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan
cara efisien’dan efektif, ‘asas ‘cepat’ metnpuryai makna
sistem peradilan diharapkan dapat mewujudkan keadilan
dalam secara cepat untuk para pencari keadilan, serta asas
biaya ringan diartikan bahwa biaya perkara sebaiknya
dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga lembaga
peradilan tidak hanya memberikan keadilan tetapi juga

memastikan  keadilan tidak mahal, tidak dapat

! M. Hatta Ali, “Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya
Ringan Menuju Keadilan Restoratif”, (PT. Alumni, 2012), him.4.



dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri (Penjelasan
pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat, dan biaya ringan).? Oleh karena itu
diperlukan strategi secara sistematis terhadap revisi
peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata
secara umum maupun Khusus terkait hukum perjanjian,
perlindungan hak kekayaan intelektual, penerbitan aturan
penyelesaian sengketa acara cepat (small claim court),

dan peningkatan penggunaan lembaga mediasi.®

Salah satu upaya yang dinilai penting dari beberapa
langkah-langkah pembenahan sistem peradilan agar dapat
mengikuti perkembangan jaman. yaitu Mahkamah Agung
menerbitkan’ Peraturan®'Mahkamah “Agung Nomor 2
Tahun-2015 ‘tentang Tata®Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana. Perma®im menyatakan “Penyelesaian Gugatan
Sederhana’ adalah' tata: cara pemeriksaan: dipersidangan
terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya

sederhana”, dimana kewenangan untuk memeriksa dan

2 Sidik Sunaryo, “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”,

(Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), him.47-48.

3 Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, “Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015-2019 Buku | Agenda Pembangunan
Nasional”, (Bappenas, 2014), hlm.6-52.



memutuskan gugatan sederhana berada dalam lingkup
kewenangan peradilan umum. Berkaitan dengan perkara
yang dapat diselesaikan menggunakan  Gugatan
Sederhana, Perma 2/2015 pada Pasal 3 ayat (1)
menyatakan gugatan sederhana diajukan terhadap perkara

cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum.

Pada tahun 2014, World Bank dalam sebuah
laporan tahunan Doing Business menyatakan mahalnya
biaya berperkara tidak diartikan serta merta pada biaya
yang dikeluarkan untuk pengadilan, namun komponen
tertingginya adalah™ biaya penasihat hukum yang
mencapai 90% dari biaya keseluruhan yang dikeluarkan,
sementara hiaya untuk . pengadilan. - hanya 3.1%
dilanjutkan oleh biaya eksekusi sebesar 25%.* Sedangkan
dari  sist " ‘waktu  penyelesaian = perkara, = rata-rata
penyelesaian 'kasus perdata“di Indonesia®pada tingkat
pertama di Indonesia adalal 154 hari.3*Keadaan ini juga
dikhawatirkan' terjadi dalam ‘proses sengketa Syariah
yang di adili oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Banding,
maupun Mahkamah Agung.

Terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma

4 The World Bank, “Doing Business 2015 : Going beyond

Efficiency - Indonesia” (The World Bank, October 1, 2014), 93,
http://documents.worldbank.org/curated/en/385611468260132537/Do
ing-Business-2015-going- beyond- efficiency-Indonesia.

5> Kelompok Kerja Mahkamah Agung Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana, ‘“Naskah Akademik Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana,” 17.


http://documents.worldbank.org/curated/en/385611468260132537/Doing-Business-2015-going-
http://documents.worldbank.org/curated/en/385611468260132537/Doing-Business-2015-going-

Nomor 14 Tahun 2016 pada dasarnya mempunyai tujuan
untuk  mempercepat proses penyelesaian perkara
sesuaidengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya
ringan. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk
mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung.
Pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan
Umum dan Peradilan Agama pada tahun 2018 telah
menyelesaikan perkara gugatan sederhana sebanyak
6.469 perkara.® Berdasarkan hal-hal tersebut, Peraturan-
peraturan yang diterbitkan telah memberikan dampak
positif bagl para pencari keadilan dalam ruang lingkup
keperdataan. Namun_ pada  sisi lainnya, penulis
berpendapat bahwa penerbitan Perma 2/2015 dan
Peraturan Mahkamah Agung Nomer=14 Tahun 2016
tentang Tata'\Cara Penyelesdian Perkara Ekonomi Syariah
juga mengandung kelemahan-yaitu adanya - perbedaan
penafsiran kectenfuan'y/“sederhana’ baik = dalam kajian
teoritis maupun aleh para hakim  yang rmememutus
sengketa gugatan sederhana. Penulis berpendapat pasal-
pasal yang menyebabkan perbedaan penafsiran ketentuan

“sederhana” yaitu:

1 Pasal 1 angka 1 Perma 2/2015 menyatakan

®Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Laporan Tahunan
Mahkamah Agung 2018: Era Baru Peradilan Modern Berbasis
Teknologi Informasi” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019),
him.140.



bahwa penyelesaian gugatan sederhana adalah
tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap
gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil
paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta
rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan
pembuktian sederhana. Penulis berpandangan
bahwa tafsir terhadap istilah ‘sederhana’ yang
dianalogikan dengan nilai gugatan materiil paling
banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
adalah tidak memiliki argumentasi yuridis yang
kuat, sebab tidak semua nilai gugatan materiil
Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat
dikategorikan  sebagai. - perkara  sederhana.
Sebaliknya=stidak semua- nilai*gugatan yang
bernilai lebih dari Rp200:000.000 i(dua ratus juta
rupiah) dianggapstidakidapat diselgsaikan dengan
tata cara dan pembuktian sederhana.

Pasal. 3 jangka (1) :mengatur, gugatan: sederhana
diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau
perbuatan-melawan hukum, dengan-nilai gugatan
materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah). Perkara cidera janji biasanya
diikuti dengan adanya petitum eksekusi hak
jaminan baik yang diikat menggunkan Fiducia
ataupun  Hak  Tanggungan.  Berdasarkan

pengamatan Penulis, Para hakim yang mengadili



gugatan sederhana baik di Pengadilan Negeri
Maupun Pengadilan Agama berbeda pendapat
mengenai apakah eksekusi Hak Jaminan pada
gugatan sederhana termasuk dalam sengketa yang
dapat diadili menggunakan mekanime gugatan
sederhana atau tidak. Pendapat Para Hakim
tersebut dapat disimpulakan sebagai berikut,
pertama, mengabulkan petitum eksekusi hak
jaminan, kedua, memutuskan menolak petitum
eksekusi hak jaminan namun tetap memutuskan
siapa pihak telah yang melakukan cidera janiji,
dan ketiga, menetapakan gugatan penggugat
bukan gugatan sederhana. Adanya perbedaan
putusan inimmenyebakan ketidakpastian hukum
bagi para pencari keadilan.

Pasall 4 angkay (1) menyebutkan fbahwa *Para
pihak dalam_ gugatan _sederhana terdiri dari
penggugat ; «dan , tergugat.  yang:;» masing-masing
tidak “boleh 'lebih dari satu, kecuali. memiliki
kepentingan shukum ; -yang yysama”; Penulis
berpendapat bahwa keadaan serupa saat adanya
petitum mengenai eksekusi hak jaminan, yaitu
adanya pihak lain yang dapat menjadi pihak saat
eksekusi hak jaminan vyaitu Notaris, PPAT,
Kantor Pertanahan, Kantor Pendafatran Fidusia

pada  Kementrian Hukum dan HAM, dan



Lembaga Penilai.

Mendalilkan kepada beberapa kelemahan tersebut
di atas, maka melalui tulisan ini dilakukan pengkajian
mengenai  ketentuan “sederhana” sebagaimana telah
diatur dengan Perma 2/2015 dan Perma 14/2016 terutama
pengkajian petitium eksekusi hak jaminan pada gugatan
sederhana sehingga esensi keadilan, kepastian, dan
kemanfaatn bagi semua orang dapat terpenuhi dengan
kehadiran small claim court di Indonesia. Tulisan ini juga
berusaha menelaah Putusan Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Agama berkaitan dengan gugatan sederhana
karena Pengadilan tersebut mempunyai kewenangan
untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan tata cara
dan pembuktiansederhana. Penulis gtertarik untuk
menelaah = permasalahany| tersebut  agar  tercapai
keseragamanydalam putusan gugatan sedeshana baik di

Pengadilan  Negeris,| maupun Pengadilan ~ Agama.

AV TSBMAMIGUNIVERBI A



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang terdapat dalam latar
belakang di atas, maka dapat ditarik pokok masalah dari
penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Perma No 2 tahun 2015
dan Perma No 14 tahun 2016 dalam putusan
pengadilan?

2. Bagaimana analisis perbedaan penafsiran hakim
mengenai ketentuan sederhana dalam putusan
gugatan sederhana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah
di atas, tujuan yang ingin dicapal dalam penulisan

penelitian int adalah sebagal berikut:

1. Untuk mengetahui’ penerapan Perma No 2 tahun
2015 dan Perma;No, 14 tahun:2Q16 dalam putusan

pengadilan

\MICUNIMERSTTY
2. “Menganglisis [\perbedaan{ pendfsirsan /2 hakim
mengenai ketentuan sederhana dalam putusan

gugatan sederhana.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1. Secara Teoritis
a Memperkaya wacana keilmuan mengenai
gugatan sederhaa dan payung hukumnya
menurut tinjauan yuridis dan normatif.
b. Menambah bahan pustaka bagi Universitas

Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.
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2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi para

aparat penegak hukum lainnya seperti misal para

pihak dalam sengketa perdata maupun kuasa
hukumnya agar lebih memahami penyelesaian
gugatan sederhana yang berkeadilan dan
berkepastian hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah yang dilakukan oleh penyusun dari berbagai
karya ilmiah sebagai berikut:

Tesis Ana Lathifatul Hanifah, melakukan penelitian
dengan mengambil = judul “Implementasi Gugatan
Sederhana (Small Claim Court) Dalam Sengketa
Ekonomi Syariah.Di Pengadilan_Agama-Purbalingga”.
Tesis inl  menjelaskany /‘penyelesaian  sengketa
ekonomisyariah di Pengadilan Agama Purbalingga
menggunakan mekanisme 'small claimcourt, yang telah
diimplementasikan ;- ; sejak, diterbitkannya: aturan ‘dalam
Perma_ Nomor_ 14/ tahurl 2046 yén,g mengécu pada Perma
Nomor 2, tahun 2015 Pgnu[{is tgsis_.,in” menerangkan
bahwa persidangan dipimpin hakim tunggal yang telah
mengikuti  diklat ekonomi  syariah,waktu dalam
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi
singkat, biaya yang murah, masyarakat ekonomi tertarik
memilih menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di
Pengadilan dengan model small claim court, karena cepat

dan biaya yang murah.’

" Ana Lathifatul Hanifah, “Implementasi Gugatan Sederhana

(Small Claim Court) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan
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Skripsi Rr. Arum Fitriana Rohmah, melakukan
penelitian dengan mengambil judul “Asas Sederhana
Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi
Implementasi Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi  Syariah)”.
Kesimpulan penulis skripsi ini adalah Para Pihak yang
nilai sengketanya di bawah Rp200.000.000,00 ingin
sengketanya diselesaikan melalui prosedur gugatan
sederhana, namun mereka terkendala oleh persyaratan
yang harus dipenuhi oleh perkara yang akan mereka
daftarkan, terutama masalah jumlah pihak dan domisili
para pihak.®

SkripsijArsygFaiga Sulthon, imelakukan penelitian
dengan mengambil = judul £ “Analisis Penyelesaian
Sengketa 'Perdata melalui® Small Claims Court
berdasarkan Peraturan Mahkamah fAgung Nomor 2
Tahun 2015 tentang  Tata :Cara, Renyelesaian ‘Gugatan
Sederhaﬁa’f. . Pe'mbahasan: Penulisan; Hukum- ini
menunjukkan-4bahwa, Kebaruan acara. dalam ‘Gugatan
Sedehana adalah: perkara wanprestasi dan perbuatan
melawan hukum dengan kerugian materil kurang dari dua
ratus juta rupiah, susunan hakim dalam memeriksa

perkara adalah hakim tunggal, terdapat pemeriksaan

pendahuluan, dan upaya hukum keberatan. Hasil

Agama Purbalingga” (Tesis, IAIN Purwokerto, 2018).

8 Rr Arum Fitriana Rohmah, “Asas Sederhana Cepat Dan
Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di
Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No 14 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah)” (Skripsi,
2018), http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/22152.


http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/22152
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penelitan menemukan penyelesaian gugatan sederhana di
Pengadilan Negeri Yogyakarta dimulai pada tahun 2018
dan berjumlah empat perkara, dimana masih terdapat
perkara gugatan sederhana yang diselesaikan lebih dari
25 hari, semua perkara gugatan sederhana di Pengadilan
Negeri Yogyakarta merupakan perkara wanprestasi,
danperkara perdata biasa yang termasuk ruang lingkup
gugatan sederhana masih ada yang diselesaikan
menggunakan mekanisme acara biasa.’

Skripsi Wardah Humaira, melakukan penelitian
dengan mengambil judul “Penyelesaian Sengketa
Gugatan Sederhana Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (studi
analisis di-Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat)”.Hasil penulisan skripsi
ini adalah mekanisme jangka waktu Gugatan Sederhana
di Pengadilan®manapun Khususnya Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan _‘dan Jakarta, , Barat tldak ada
perbedaan penyelesalan Gugatan Sederhana dlselesalkan
25 hari atau Ieblh darl 25 harl tergantung plhak yang
berperkara “dan"— hakim yang r]nenanganl kasus
tersebut,faktor pendukung dalam gugatan sederhana
adalah banyaknya penyelesaian gugatan yang terlalu
lambat akibatnya perkara menumpuk, dan biaya menjadi
mahal akibat perkara yang lama, sedangkan faktor

penghambat adalah ketidakhadiran para pihak, ketidak

® Arsy Faiga Sulthon, “Analisis Penyelsaian Sengketa

Perdata Melalui Small Claims Court Berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana” (Skripsi, Universitas Gadjah Mada,
2019).
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profesionalitasnya hakim, dan petitum/ tuntutan yang
diajukan terlalu berlebihan.°

Skripsi Maulana Ishag, melakukan penelitian
dengan mengambil judul “Penggunaan Hakim Tunggal
Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Sistem
Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”. Penulis skripsi ini
menyimpulkan bahwa (1) persidangan dengan hakim
tunggal dianggap dapat menyebabkan hakim kurang
objektif, namun hakim tunggal tetap dapat memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara secara objektif dan adil,
(2) kecurigaan tetang objektivitas hakim tunggal oleh
pihak-pihak yang bersengketa dapat berdampak pada
kurangnya kepercayaan pada Kinerja hakim yang
kemudian berdampak pada kurangnya minat masyarakat
terhadap sistem penyelesaiam gugatan sederhana, dan (3)
para pihak yang bersengketa ‘'memberikanbeban kepada
hakim tunggal.**

TeSIs Prasthana Yustlantor‘ melqkukan penelitian
dengan mengambll judul “Perhndungan Hukum Bagi
Masyarakat Dalam Gugatan Sederhana Penulis
menyatakan pembatasan upaya hukum dalam gugatan
sederhana (1) untuk mewujudkan asas peradilan

sederhana, cepat dan biaya ringan, serta mengurangi

10 Wardah Humaira, ‘“Penyelesaian Sengketa Gugatan

Sederhana Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Analisis Di Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan Dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat)” (Skripsi, UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

11 Maulana Ishaq, “Penggunaan Hakim Tunggal Pada
Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Sistem Kekuasaan
Kehakiman di Indonesia” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
2016).
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penumpukkan  perkara ditingkat kasasi  sehingga
keadilan masyarakat dapat terwujud, (2) pembatasan
upaya hokum dalam gugatan sederhana tidak melanggar
prinsip keadilan karena pada dasarnya Perma 2/2015
memberikan petunjuk kepada hakim pengadilan tingkat
pertama untuk lebih mengoptimalisasikan  lembaga
perdamaian.*2

Jurnal Hukum UBELAJ, Volume 3 Issue 1, April
2018, dengan judul “Dasar Filosofis dan Inklusivitas
Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Perdata”.
Analisis kesimpulan yang dapat diambil yaitu Tujuan
mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-
cara yang adil pula, cara-cara yang dimaksud meliputi
unsur-unsug kepastian kelembagaan, kepastian
mekanismeg® dan Derbagai £ keluaran Byang dapat
diperkirakaf®(prediktif)iiPenerapan hukum acara harus
secara fleksibel; tidak kaku dam formalistik, demi
kepentingan, pencaci, keadilan yangselalu, menghendaki
penyelesaianyperkara secaka .se(jerhana,"j;___cepat, .j;murah,
tuntas, \dan_final. yang, spsuai dengan jkebutuhan
masyarakat dewasa ini di\‘lnd"one‘s\ia. Kehadirén PerMa
No. 2 Tahun 2015 adalah sebagai sebuah langkah besar
Mahkamah Agung dalam rangka pembaharuan sistem
peradilan perdata karena gugatan sederhana ini tidak
pernah dikenal dan diatur sebelumnya dalam HIR dan
RBg. Bersifat inklusivitas dalam sistem peradilan perdata

karena terdapatnya perbedaan pemeriksaan perkara antara

12 Prasthana Yustianto, “Perlindungan Hukum Bagi

Masyarakat Dalam Gugatan Sederhana” (Tesis, Universitas Narotama
Surabaya, 2018).
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gugatan sederhana dengan proses beracara perdata pada
umumnya, dan berdasarkan hasil penelitian lapangan
diketahui bahwa keberadaan gugatan sederhana di
Pengadilan Negeri Bandung sebagai wujud nyata untuk
mewujudkan peradilan yang diselenggarakan secara
cepat, murah, dan sederhana.*®

Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.1,
Januari 2019, dengan judul ‘“Pemerdayaan Gugatan
Sederhana  Perkara Perdata =~ Guna Mewujudkan
Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana,
Cepat dan Biaya Ringan”. Analisis kesimpulan yang
dapat diambil bahwa Indonesia perlu memiliki
mekanisme alternatif di dalam penyelesaian sengketa
perdata yang ,mudah diakses _dan._efektif untuk
mempertahankan hak-hak., dari’ masyarakat terutama
sebagai penunjang kegiatan perekonomian nasional.
Karena dari sudutsspandang ekonemi,  pertumbuhan
ekonomi_dapat, berjalan maksimal, \jika terdapat sistem
hukum & yang | jujus, | dan /dapaty rdipereayay AUntuk
menyelésaikan: §éngkéta sg‘c’a‘lra Ie\fisién. Dofongan
kebutuhan Untlvjk' meﬁyelesaikan jrseng‘\keta secara cepat,
murah dan adil tersebut menjadi dasar pemberian daya
bagi gugatan sederhana sebagai salah satu cara menjawab
kebutuhan penyelesaian perkara perdata sederhana yang
membutuhkan mekanisme khusus. Hal ini tidak terlepas

dari persoalan-persoalan yang ada pada acara perdata

13 Anita Afriana, Jurnal Hukum Acara Pedata, Dasar Filosofis dan
Inklusivitas Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Perdata VVolume 3 Issue 1,
(2018).
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biasa yang berlaku di Indonesia saat ini. Mekanisme
hukum acara perdata biasa seringkali membutuhkan biaya
yang mahal, waktu yang lama dan rumit untuk
menyelesaikan sebuah perkara. Penciptaan mekanisme
sengketa cepat, murah dan adil membawa pada latar
belakang kedua, yakni akses keadilan. Penyelesaian
mekanisme gugatan sederhana mendorong akses keadilan
bagi  masyarakat  terhadap  pengadilan  untuk
menyelesaikan perkara hukum perdata yang dihadapinya,
sehingga menginspirasi pengadilan bergerak untuk
menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata,
untuk menjadi lebih mudah, efisien dan berbiaya murah,
khususnya untuk perkara-perkara dengan nilai Kkecil,

melalui mekanisme gugatan sederhana.'*

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-
5632 Vol. 18 No. 3, dengan judul “Gugatan Sederhana
dalam Sistem Peradilan "di Indonesia (Small Claim
Lawsuit i_n» IndoneSIan Justlce System) Analisis
ke3|mpuian yang dapat dlambll Penerapan Gugatan
Sederhana dalam’ Penegakan hukum Petdata di Indonesia
cukup membantu masyarakat dalam hal menyelesaiakan
perkara di Pengadilan Negeri dengan cepat, sederhana
tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Perma No.
2 tahun 2015 menjadi pintu masuk dalam hal kekosongan
terhadap hukum itu sendiri yang baru hampir 2 tahun

telah dilaksanakan, beberapa pengadilan yang sudah

14 Benny Riyanto, Hapsari Tunjung Sekartaji, “Pemberdayaan Gugatan
Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan
Berdasarkan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan”, (Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, 2017).
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menerapkan mekanisme Small Calim Court dan ada di
beberapa Pengadilan Negeri yang belum ada yang
mengajukan gugatan sederhana. Dalam hal Gugatan ini
bersifat limitatif, jika salah satu syarat tidak dipenuhi
maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui
Gugtan Sederhana yaitu meliputi batasan nilai gugatan
200 juta rupiah. Begitu pula jangka waktu dalam proses
penyelesaian sengketa yang hanya maksimal 25 hari, hal
ini juga menjadi pertimbangan dalam penyelesaian
perkara di Pengadilan berdasarkan tingkat ketelitian dan
kehati-hatian.*

Dalam pengamatan penyusun, telah banyak analisis
atau kajian terhadap Putusan Hakim berkaitan  dengan
gugatan sederhana akan tetapi - sepengetahuan penyusun
sejauh ini belum pernah ada yang menganalisis ketentuan
“sederhana”’ 8€bagaimanaftelall fdiatur dengany Perma No 2
Tahun 2015 "dan Perma No 14 Tahun 2016 terutama
pengkajian. petitium- .eksekusi. hak  jaminan . pada gugatan
sederhana yang yang digjukan /kepada PengadilanNegeri dan
Pengadilai” Agama,"Maka penelitian "inibartl dan befum ada

yang meneliti.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kerangka pemikiran ini  penyusun
menggunakan teori tentang ketentuan gugatan sederhana
menurut Hukum Acara Perdata, teori tentang ketentuan
gugatan sederhana Hukum Acara Peradilan Agama,

Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 14 Tahun

15 Ariani, Nevey Varida, “Relevansi Penentuan Kriteria Kesa/Kelurahan
Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal Penelitian Hukum
DE JURE”, (Vol. 17 No .1 Maret 2017).
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2016.
1) Teori Kewenangan Pengadilan

Dalam hukum acara perdata, Hakim harus pasif,
bertolak pada kemauan para pihak. Sementara itu
adanya gugatan perdata ataupun permohonan hak
keperdataan adalah untuk melindungi kehendak para
pihak melalui keputusan Hakim. Jadi keputusan Hakim
dalam perkara perdata hanya menguatkan perlindungan
hak berdasarkan aturan hukum. Kalau para pihak dapat
menyelesaikan sendiri, tidak perlu putusan Hakim
(perkara perdata). Teori ini berbeda dengan
penyelesaian sengketa gugatan sederhana. Disini hakim
harus berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai

berikut:'®

a. Memberikan penjelasan mengenalacara gugatan

sederhana secara berimbang kepada para pihak.

b. Mengupayakan, penyelesaian-j;perkara secara
damai}err_nasuﬂk mepyaranaq kepﬂadg_ para pihak
wntuk, -melakukan § - perdamaian 4 di . luar

bersidangan.
c. Menuntun para pihak dalam pembuktian.

d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh
para pihak.

Asas-asas dalam hukum acara Islam:

1) Sumber hukum acara adalah Al-Qur’an, AS-

16 |ihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
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Sunnah, dan Ijma’

2) Hakim memiliki kemerdekaan dalam memutus

perkara.

3) Pihak yang berperkara adalah sama dalam
majelis, pandangan, dan keputusan.

4) Bukti wajib atas penggugat dan penuduh,
pandangan, dan keputusan.

5) Alat-alat bukti dalam Islam.

6) Memutus suatu perkara apabila telah jelas

(kedudukannya)

7) Putusan hakim tidak dapat di batalkan oleh

siapapun.
2) Teori Keadilan

Pandangan Aristoteless tentang keadilan bisa
didapatkan dalam karyanya nichomachean ethics,
politics;” "dan “rethericY" Spesifik ' ditihat® dalam buku
nicomachean « ethics, buku / itu » sepenuhnya ditujukan
bagi keéadilan,\. yang, /betdasarkany filsafat ~hukum
Aristoteles,  mesti -dianggap sebagai inti -dari, filsafat
hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam
kaitannya dengan keadilan”.!” Lebih lanjut keadilan
menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua
macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan
“commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan

yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut

L. J. Van Apeldoorn, “Pengantar llmu Hukum”, cetakan kedua puluh
enam Pradnya Paramita, (Jakarta,1996), him. 11-12.
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pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama
banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-
bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan

peranan tukar menukar barang dan jasa.8
3) Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem
norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan
aspek  “seharusnya” atau das sollen, dengan
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus
dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan
yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu
bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam
hubungan dengan sesama individu maupun dalam
hubungannya ‘dalam . masyarakat. Aturan-aturan itu
menjadi batasan bagl masyarakat dalam membebani
atau melakukan tindakan ‘terhadap individu. Adanya
aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan

kepastian_hukum."Teori Kepastian huﬂkrum mengandung
PINVTA NI AMAUNIVRETTY

dua-pengertian yaitu pertama -adanya. atérans yang
bersifatiumum memblat/individy me%geiahu?perbuatan
apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua
berupa keamanan hukum bagi individu dari
kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan

hukum yang bersifat umum.*®
4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

Pemerintah mengundangkan Undang-

18

19 peter Mahmud Marzuki, “Pengantar llmu Hukum ”, (Kencana Pranada
Media Group, Jakarta, 2008), him 158.



Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat, dan biaya ringan, selanjutnya
ditegaskan kembali melalui Rancangan
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-
2019, dimana dalam rangka mewujudkannya
pembangunan hukum nasional diarahkan untuk
mendukung  pertumbuhan - ekonomi  yang
berkelanjutan.

Namun Ketidakpercayaan pada kekuasaan
kehakiman merupakan fakta hukum yang ada
dalam masyarakat,? salah satu factor penyebabnya
adalah putusan_hakim yang belum._mencerminkan
nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
yang di dambakan para pencari keadilan. Putusan
pada dasarnya adalah' kesimpulanf akhir yang
diambil oleh_hakim  yang diberi wewenang. untuk
sengketa antara p|hak pIhZ;k yang kierperkara dan
dlucapkan dalam S|dang terbuk\a untuk umum
Putusan hakim seharusnya menyelesaikan perkara
yang diajukan, bukan memperuncing masalah,
bahkan justru menimbulkan kontroversi di
kalangan praktisi hukum maupun masyarakat
umum. Hakim saat memutuskan suatu perkara

harus mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian

20 Maya Indah S.,“Mewujudkan Sistem Peradilan Berwibawa
Di Indonesia,” Jurnal Media Hukum 14, no. 3 (2017), him.67.
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hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, upaya
pembenahan dan pembaruan telah dilakukan oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan
menerbitkan  aturan tentang gugatan sederhana
yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2015 mengenai tata cara penyeleaiaan
sengketa melalui gugatan sederhana.

5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016
Dalam rangka menghindari
a. Kerumitan penyelesaian perkara perdata syariah,

b. Tingginya biaya berperkara di Pengadilan

Agama,

c. Opini masyarakat yang menilai negatif terhadap
pengadilan agama yang menyatakan Pengadilan
Agama dianggap |fidak Professional dalam
menangani  sengketa™ bisnis, bahkan tidak
iin‘dependent_,” s

d. 'l‘\Angga‘pan\ Pehgédilz;n Agarha kurang  faham
dengan persoélan bisnis da!n hanyé memutus
sengketa bisnis untuk mempertimbangkan sisi
Syariah,??Serta untuk mengatur proses beracara
dalam sengketa ekonomi syariah yang sejalan

dengan semangat pengakuan system ekonomi

ZlEman Suparman, Pilihan Forum Arbritrase dalam
Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, Cet. 1 (Jakarta,
Indonesia: Tatanusa, 2004), him.2.

22 Edi Riyadi, “Kompetensi Peradilan Agama Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Tentang Yudicial Review Undang-Undang
Perbankan Syari’ah” (Seminar Internasional, Universitas Islam
Indonesia, 2014), 5.
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syariah di Indonesia maka Mahkamah Agung
Rl menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.?

Terbitnya Perma  14/2016 juga memenuhi
kebutuhan Perdilan Agama untuk mengisi ketiadaan
mekanisme beracara sederhana terutama untuk perkara
sengketa ekonomi syariah dengan nilai gugatan kecil
mengingat isi ketentuan dari Perma 2/2015 dianggap
uncomptele norm karena dikhususkan pada peradilan

umum saja.”*

F.  Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penyusun ““menggunakan’ jenis*" penelitian
pustaka (library research), dalam hal ini yang
menjadi cbjek penelitiannya adalah putusan:

a. Putusan Nomor10/Pdt. G'S/2018/PN.Smn.
b5 TRutusans | Perkara | JEkonamis | Syariah
{PA. PefigajangNpmory ¥ § Y : A

0001/Pdt.G.S/2019/PAPM. - *
c! Putdsans, FPNN [Ylarhongan' ' /~Nomior
13/Pdt.G.S/2018/PN Lmg.

d. Putusan PN Sarolangun Nomor
2/Pdt.G.S/2019/PN SRL.

e. Putusan PA Pangkalan Balai Nomor
2/Pdt.GS/2020/PA Pkb.

23 Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional, “Laporan
Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Penegakan Hukum
Kontrak” (BPHN, 2018), 127-28.

2 Erfaniah Zuhriah and Imam Sukadi, “Rekontruksi Hukum Acara
Sengketa Ekonomi Syariah dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia,”
Research, December 7, 2016, 10, http://repository.uin-malang.ac.id/957/.
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lapangan (field research), yaitu research yang dilakukan
dikancah atau di medan terjadinya gejala-gejala. Yaitu
bagaimana kredit online oleh PT. Cicil Solusi Mitra
Teknologi tinjauan yuridis dan normatif.
2. Pendekatan Analisis
Dalam analisa penelitian ini, penulis memilih jenis
penelitian  normatif,”> yaitu meneliti berbagai
peraturan perundang-undangan berupa Peraturan
Mahkamah Agung yang digunakan sebagai dasar
hukum untuk memutuskan perkara gugatan
sederhana baik di Pengadilan Negeri maupun di
Pengadilan-Agama.
3. Sifat Penelitian

Menurut Prasetyo  Hadi Purwandaka,
penelitian“preskrptif' merupakan penelitian
untuk Fimendapatkan ‘| saran-seiiani § 'dalam
r%e&gétagsi—q m%s&lah téﬁen%u.ﬂ.ﬂidﬂakﬁbé}béda
halnya) dengan  dengéan /\penulis buku
Pengantar Penelitian Hukum, yakni
Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa
penelitian preskriptif adalah suatu penelitian
yang ditujukan untuk mendapatkan saran-

saran untuk memecahkan masalah-masalah

SAbdul kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum
(PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 43.



tertentu.?® Selanjutnya penelitian preskriptif
juga mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai
keadilan, validitas aturan hukum, konsep-
konsep hukum, dan norma-norma hukum.?’
Sifat penelitian yang digunakan penyusun
adalah preskriptif yaitu menguraikan dan
memberikan penilaian terhadap dasar hukum
dan pertimbangan hakim dalam memutu
sengketa wanprestasi disertai petitum hak
jaminan yang diajukan melalui mekanisme

gugatan sedehana.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan obyek kajiannya yakni
norma. hukum, maka .cpenelitian ini
mendasarkan paday ketersediaan baham hukum
sekunder. Menurtil! Pieterl Mahmud®SMarzuki
bahan hukum:-merupakan dokumen-dokumen

resmi A herupa; semua publikasi ¢ jjtentang
T/ ATR Pl Ny’ ilx 4 I V/ERSITN

ukum\publikesi tantang rhui(hjm:v;. imelipti

Perg\turan Eerundang undaﬁngﬁtﬁp LlPeraturan
Pemerintah, buku-buku teks, kamus-kamus
hukum, jurnal- jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan.?® Bahan
hukum tersebut, kemudian dibedakan dalam 3

(tiga) kelompok bagian yakni: bahan hukum

%“Beberapa Pendapat Mengenai Definisi Metodologi

25

Penelitian

Hukum,”accessed June 26, 2019, https://idtesis.com/metodologi-penelitian-

hukum/.
27 prof Dr Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Kencana,

2010), him.22.

28 Marzuki, 141.



primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tertier.

Bahan hukum primer yaitu :

a. Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor

04/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.

b. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor:

60/Pdt.G.S/2019/PN.Clp.

c. Putusan Pengadilan Agama Nomor:

0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pml.

d. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor:

14/Pdt.G.S/2019/PN.Sky.

e. Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor

2/Pdt.G.S/2019/PN SRL.

Bahan hukum Tsekunder dari studi
kepustakaan  atau | studi dokumen, yang
kemudian dikategorisasi™ menurut™ jenisnya.
Teknik ypengumpulan ™ data itersebut | disebut
teknik ‘doklmentasi ¢ A | LY.
MetodevAnglisigData’” 124 AL 12T

il A /x
VLA A

= e -

A

Setelah data terkumpul maka dilakukan
analisis secara kualitatif dengan metode
induktif, yaitu proses analisis dari hukum yang
ada pada putusan tersebut di atas untuk
mengetahui  apakah dasar hukum dan
pertimbangan hakim telah dapat mewujudkan

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
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G. Sistematika Penulisan

Untuk  mempermudah  pembahasan  dalam
penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan
sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab yang memuat
pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan
sistematika penulisan

Bab Kedua merupakan bab yang menyajikan teori
dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan maupun literatur-literatur mengenai pengertian
gugatan sederhana, Karakter sederhana dari sebuah
perkara  perdata,.  Karakteristik___dari._. mekanisme
penyelesaian perkara “sederhana, Prosedur gugatan
sederhana,Asas-Asas dalam hukum acara Islam, Sejarah
dan Isi Perma, “Perbedaan Acarasbiasa- dan Gugatan
Sederhana. 3 AMAGH LINIVERS

Bab Ketlga merupakan baqc\ yang akan
memaparkan Pertlmbangan Haklm dalam putusan
mengenai ketentuan sederhana dalam sengketa gugatan
sederhana, Wanprestasi, Wanprestasi dalam hukum
Islam, Hak tanggungan (hak jaminan dan fiducia.

Bab Keempat berisi pembahasan Analisis Terhadap
Penafisran Gugatan Sederhana dalam Putusan-putusan
Pengadilan, Relevansi Penyelesaian Perkara-Perkara
Ekonomi Syariah.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari

kesimpulan skripsi secara keseluruhan yang berkaitan
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dengan pembahasan permasalahan. Dan juga saran-saran
yang terakhir terdiri daftar pustaka sebagai rujukan serta

lampiran.
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